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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi

Mengingat

keseragaman penatausahaan, penyusunan, dan
pelaporan keuangan, perlu dibuat pedoman mengenai
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Sistem Akuntansi dan Penyusunan Laporan
Keuangan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/
2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
41/PMK.09/2010 tentang Reviu Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/PMK.05/
2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.05/
2011 tentang Sistem Akuntansi Hibabh;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan
Pengurangan Bagan Akun Standar;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi
Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan
Keuangan;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah
Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo
Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini, yang dimaksud

dengan:

1. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip
data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang
berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

2. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar
perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta
pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi
perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan
melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran di tingkat satuan kerja.

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAIl, adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah
sub sistem dari SAlI yang merupakan suatu kerangka dalam prosedur
pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam
penyajian laporan keuangan.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara,
yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah sub sistem dari SAI
yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan
untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan
informasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan BMN serta laporan
manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi
oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya  wajib
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menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan BMN.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN.

Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program.

organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional
yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat
UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan tingkat satuan kerja.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang
selanjutnya disingkat UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan
penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh
UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon |1, yang
selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan
kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang
seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang
langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA,
adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna
Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik
keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di
bawahnya.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat
UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki
wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang
selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada
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